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Prihatih, Kebijjakan
Dagang Kita Banyvak
Digugat DI WTO

Syaifullah Tamliha

BAIDAN Kerja Sama Antar

Parlemen (BK.SAP) prilhatin
mengetahui banyak kebija-
kan perdagangan Indonesia
digugat di WTO. Karcecna
itu, BKEK SAP mendorong pe-
merintah menjaga kepentingan
perdagcangan Indomnesia di fo-
Tum Dispute Settlement Body
(IDSB) WTO. ,

Wakil Ketua BKSAP Syai-
fullah Tamliha menyampaikan.
scjak World Trade Organization
CWTO) berdiri pada tahun
1995 . Tndonesia telah terlibat
dalam 36 kasus sengketa di
forum IDSB atau badan penye-—
lesaian sengketa di WT'O._ .

Sengketa itu terdiri dari 10
kKasus sebagai pengadu (com-—
plainants). 13 kasus sebagai
teradu (respondent). dan 13
kasus sebagai pihak ketiga
(third party). Saat ini Indonesia
termmasuk negara paling sering
bersengketa di forum IDSB.
Indonesia menempati posisi
kKedua setelah Uni Eryopa. baru

kemudian AS dan China .

““Kebijakan perdagsangan
Indonesia, khususnya menge-
nai kebijakan yang menyvanglkut
tata cara impor sering digugat di
IODSB WITIO. Baru-bar ini Bra=il
menggsuggsat scal impor daging.””

katanya setiba di Tanalh Adr
usai menghadiri acara W IO di
Jenewa, Swiss, kemarin .

Syaifullah berharap permerin—
tah tidak menyepclekan kasus
sengketa perdagangan di formam
PDSB. Pemerintah diharapkan
mampul menjaga kepentingan
perdagangan ITndonesia di fo-
ram IDSB agar tidak diragikan
negara rmitra.

Menurutnya. apabila posisi
Indonesia sebagai cormepplczirtcrrey
di forum IDSB, maka maen-—
Jadi kewajiban pemerintah
Indonesia untuk Mmengupay a—
kan agar kebijakan-kebijakan
prperdagangan negara mitra
tidak maenghambat akses pasar
bagi produk-produk ekspor
Indonesia.

Sedangkan jika sebagai re-
sponden . pemerintah Imdonesia
memiliki kewajiban di DS B
WO untuk meyakinkan selua-
ruh anggota bahwa kebijakan
Indonesia yang digugat tidak
bertentangan dengan aturan-—
aturan W ILIO.

K e depan Jumlah seng-—
keta yang akan dihadapi oleh
Tndonesia di IDSEB ini akan
dapat bertambah jumlahnya,
mengingat masih banvak ber—
bagai kebijakan perdagangan
Tndonesia yang menjadi sasa—
ran kritikan dari berbagai
negara mitra di berbagai Badan
Subsider WT O, yang meng-—
awasi pelaksanaan berbagai

"Perscetujuan WITIO oleh negara
anggota .’

bebernyva.
Syaifullalh mengingatkan .

: kemungkinan Indonesia kalah

dalam setiap perkara penycecle-
saian sengketa di IDSB sangat
besar. Hal tersebut disebab-
kan oleh fakta bahwa proses
beracara di IDSEB sangatlah
menuniut tersedianya sumber
daya manusia dan keuangan
yang memadai. mEm AR
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